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BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dewasa ini masalah pengungsi telah menjadi masalah yang krusial

bagi masyarakat Internasional. Di Indonesia, jumlah pengungsi setiap

tahunnya meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang

secara khusus mengatur masalah pengungsi. Pada 31 Desember 2016,

Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016

tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun ternyata jika dikaji

dari segi substansi secara keseluruhan, Peraturan ini belum cukup

memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi, dalam konteks ini

perlindungan terhadap HAM pengungsi. Sebagai contoh, di dalam Peraturan

ini tidak diatur secara tegas mengenai hak dasar pengungsi. Karena tidak

diatur secara tegas, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai

jaminan perlindungan HAM pengungsi.

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan

Protokol 1967 yang menjadi dasar perlindungan internasional terhadap

pengungsi. Karena belum meratifikasi Konvensi dan Protokol ini, maka

Indonesia tidak memiliki kewajiban internasional yang mengikat secara

yuridis dalam keharusan pembentukan peraturan perundang-undangan

nasional untuk menangani masalah pengungsi. Namun patut diingat, bahwa

masalah pengungsi ini telah menjadi masalah bersama umat manusia dan

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menjadi ikut

bertanggung jawab menangani masalah pengungsi, salah satunya dengan

membuat peraturan perundang-undangan nasional yang substansinya

mencakup juga jaminan perlindungan HAM pengungsi.

IV.2 Saran

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967,

namun telah membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk
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Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 yang mengatur

masalah pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia juga

turut berupaya secara aktif memperhatikan masalah pengungsi. Namun

karena peraturan yang ada belum cukup memberikan perlindungan hukum,

sudah pada waktunyalah Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951

dan Protokol 1967.

Salah satu kemungkinan yang menjadi pertimbangan Pemerintah

Indonesia belum meratikasi Konvensi dan Protokol ini, yakni karena adanya

kewajiban negara peserta untuk memberikan hak bagi pengungsi.

Kewajiban ini pun mengikat secara yuridis bagi negara peserta. Berdasarkan

Pasal 42 Konvensi, tidak diatur mengenai larangan reservasi terhadap pasal-

pasal yang berkaitan dengan hak pengungsi yang lain, seperti hak untuk

menempuh pendidikan bagi pengungsi, hak untuk melakukan pekerjaan bagi

pengungsi, dan lain-lain. Dengan demikian, Indonesia dapat meratifikasi

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan mengajukan reservasi.

Mengingat bahwa Peraturan Presiden yang ada belum cukup

memberikan perlindungan hukum dan Pemerintah Indonesia juga belum

ingin meratifikasi Konvensi dan Protokol ini, maka dapat direkomendasikan

supaya Pemerintah dapat mempertimbangkan kembali untuk membuat

peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif misalnya dalam

bentuk Undang-Undang yang substansinya mengadopsi ketentuan-ketentuan

yang tercantum dalam Konvensi dan Protokol 1967. Dengan demikian,

diharapkan dengan diadopsinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Konvensi dan Protokol 1967 terutama yang berkaitan dengan perlindungan

HAM pengungsi, dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi

pengungsi di Indonesia.
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